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KABUP E M E R I N TA H PATEN KEDIRI

PERA'ftlItr\N DI\ERAH KABUPT\TLN KllDll{I
NOMOR 

'4 
TAHIJN 2OO2

TEI.nANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANT]KAN

DAN PEMBU,RHENTIAN KEPALA DLSA

DENGAN RA}MAT TUHAN YANG }VTAHA ESA

BIIPATI KEDIRI,

ir,Ienimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemel'intahan Desa so,;ara cfcktif

dan efisien sosuai kctefltuan pasal T2 Peraturan Pemerirrtah Nomor 76 Tahun

2001 tentang Pedoman Umirm Pcngaturim Mengenai Des4 malia diiraldane

perlu mengatur tcntang Tata Cara Pencalorun, Pernilihan, Peiarrirkrur dan

Pemberhenti an Kepala Desa ;' 
b. bahwa berdas.ffkan pertimbafigan s'rlragaimana dimalaucl r.laiarn huruf ;i,

perlu rncrnbentuk Perafuran l)acrah tentang 'Iata Car':: I,r;rcrlonan,

Pemilihal, Pel,rntikan drn Pemberhcntian Kepala Desa ;

\'lcngingat : L Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Penrbentuhan L)acrah-r'lirurah

I(abupatcn dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tirnu (l ,curb;:r'lur Ncq;ua

Rcpublik Inclonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambaluur l.clutiili:rrr ),Jr;.qara

ltepublik Indonesia Nomor 9);

2, Undang-unrJang Nomor 22 Talrurr 1999 tenlang Pemerirrtrhm l)arrah

(Lombiu an },lcglra Rcpublik lndonesia Tahur 1J)99 I'Jonux' 60 i ;rnrLr:rli:r.rr

Lcrnbararr )icgrra Republili lndoncsia Nomor 3839);

:1. Pciaturtui Pcnrerirtlah Nornor 25 Tahul 200() tcnturg l'.,:rircir.rirgair

Perticrintah dan liervarangan l\opinsi selragai Da€rall ()toliorrr (l-einbararr

l icgara Rcpublik Indonosia Tahun 2000 Norrror 54 T'ambahau l,ernbrran

|iegara Itepublik Indonssia Nomor 3953);

4. Peratruan Penrerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peill,inaarr cla;r

Irenqawasan litas I'onyelcnggaraan Pemerintahan Dacrah (I-crrrbaralr hL:gara

i{epublik Indones.ia Tahun 2001 Nomor 4l Tambahi:ii I-crnbrian Negr,r.

Rcpublik Indonesia Nornor' .1090);
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5. Psrahran I emerintah Nomor 76 Tahun 2001 tontang Pedoman Umum

Pengaturan Mengcnai Dera (Lembaran Ncgara Ropubtik lndonesia Tahur

2 J01 Nomor 142 Tambahan lrrnbaran Ncgnra Rcpublik Indonsltia Nonlof

4 r55);

6. Ke1;-twan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tontang Teknis PcnYusunan

Perahran Pcnlndang-undar.gan dan Bentuk Ranoangan Undang+rndrttg'

Rancangan Perahran Pcmcrintah dan Ranoangan Kepu$san ftosidcn

(I-embaran Negara Republik Indoncsia Tahrm 1999 Nomor 70);

7. Kcpufusan Presidcn Nomor 74 Tahun 2001 tcntang Tata Cara Pengawasan

Penyolenggaraan Pemerintahan Daerah ;

8. Psraturan Mcnteri Dalam Nogeri Nomor 4 Tohun 1999 tcntang petrcabutan

bcberrpa Pcrahran lvtcntori Dalam Ncgcri, Koputuse-r lr{enteri Dali'tn

Negeri dan krstsuksi Mcnteri Da''..rn Ncgori ttrengcnai pctaksatuan lJndang-

undang Nomor 5 Tahun 1979 tcntang Pomorintahan Desa;

9, Kcputruan Monleri Dalam Nogori Nomor 63 Tahun 1999 tentang

Petu4iuk Pclakganaan dan Pcnycnuian pcristilahan datam Penyolcnggaraan

Pcmcrintahan Desr dan Kclurahan ;

10. Keputusar Menteri Dalam Negcri dan Otonomi Dacrah Nomor 21 Taliun

2001 tcntang Teknik Penyueunan dan Materi Muatan Produk-produk lhrkurr'

Daerah ;
'11. Keputusan Menteri Dalam Ne'gcri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun

20Ol tentang Bentuk Produk-produk Hukum Dacrah ;

12. Kepuftsan Menteri Dalam Ncgcri dan Otonomi Dacrah Notnor 23 Taitutt

2001 tcntang Prosedur Pe(yusulan Produk Hukrrn Daerah ;

13. Koputusa[ Mcntcri Dalam Negeri dan Otoromi Dacrah Nornci 24 'Ia'hut

2001 tcntang lrfibarafl Daorah dan Bcrita Dacrah ;

l.l, Perahran Dacralr Kabupaton Kcdiri Nornor 15 Tahun 2000 tentang Susunan

Organisasi dan Tatr Kaqia Sekctariat Daetah dart Sekteariat DPIU)

(Lembaran Daerah Krbupatcn Kodiri Tahun 2000 Nomor 20lD Seri D );

15, Pcraturan Daerah Kabupaton Kediri Nomor l7 Tahun 2000 tontang

Sus,uan Organioasi dan Tata Kerja Badan'badan Dacrah (-cmbaran Daerah

Kabupatcn Kediri Tahun 2000 Nonor 22lD Sori D );

15. Perahran Daelah Kabupatcn Kediri Nomor 18 Tahun 2000 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kcrja Kanror-kantor Daelah (l'embaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 23lD Seri D );

j 7. Pcmtrran Daerah K.rbupaten Kediri Nomor 19 Tlhun 2000 tenlang

Susunan Olganisasi dan Ta'la Kcrja Kantor Kocamatan (Lembatiut Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 24iD Seri D );



Dengan Persetujuau

DEWAN PERW.{.KILrIN R.{,tiYA I D,{ERAFI

KABUP,{TENKEDtrU,'

M:.rtu'ttisti-{N I

lvlehctapkan :PERATURAN D.AI1.RAII KABIIPT\fiilJ KEDU|ENTANG'Ir\IA
CARA PENC&ONAN, PEIVIILTIAN' PELAN'ilKA}I DAN

PEJVIBEP}IENTIAN KEPALA DES,{,

BAB I
KETENTUAITT tl\.'lLhl

Pasai I

I)ar:m Peratnrrr l)aerah ini yang dimaksud tl.:rrgeu :

1. . )aerah, adalah Kabupaten tr',ediri;

2. Pemeriltal, l)aerah, aclalah Kepala Daerah besorla Pcrangkat Daerah

Otonom yang lain sebagai Dadan Eksekutif Dacrah ;

3. Kcpala f)acrah, adalah Bupati Kediri ;

4. Llnsur Pcrnetintah Da'r:ah, adalah Pelangkat Daut"rh Otonorn setragai Lladan

Eksekutif Dacrah I

5. Pejablt yang tlitunjuk. adalah Pqjabat yang orturjull oloh Kepala Dacrah ;

6. Koordinatol l..ccaruala,1, adalah Kepala Kantor Koordin;rtor Kccamalar ;

7. Kecantahn arlalah wilal'ah kct'ia (lamat sebagai per;rngkar Daerah ;

8. Catnat, adalah Koprrla Kecamatar,,

9. Des4 adalah kcsatuan masyaratat huhnn yang memiliki hon'on.rttg,:n

untuk lnersntul dal rncnEFlls !lcp,;61ing3n nlas]/iuakflt iietrrnllet

bsrd,Lsarkan nsal.rrsul dan adat istiadat retempar yang diakui dalarn sistcm

Panerintahan Nasional dan berada di f)aerah ;

10. Pemerintairan Desq. adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oloh

Pemerintah Desa dan Badan Pennakilan Dcsa:

I l. Pemerintah Desa, adalah Kepala Dcsa dan Perangkal Desa;

12. Kepala Dera" adalah Kepala Dcsa yang bcrsangl<utan di Daerair ;

13. Pcranpfr.at L)csa. adalah Seklstariat Deea, Pelaksana Teknis dan Kepala

Dusun ;

14. Peniabat Kcpala Dcsq adalali Perangkat Desa yang diangliat olcir I'i.epala

l)aerah untuk mslaksanakan hak, rvewenang dan kervajibar liepi,l:r Desa

rlalatn kurutr waktu tertcnfu;



15. tsadan Pcrwakilan Dera yang setanjutrya discbut BpD, adalah sebagai
lemliag.r legigfusi dan pcngawasan dalam har polaksanaan perat,ran Desa,
Anggaran pendapatan dan Betanja Dcsa, dm.Kcputusan Kepala Desa;

16' P'apat Des4 attarah kegiatan rapat di Dosa yang dihadiri antara Iain RTTRW,
Pcngunre lcmbaga Kemaeyarakatar, .{pamnn Desa dan tokoh masyarakat
scsuai kcbutuhan ;

17. Kot tapan BpD, adatah produk hukum yang dibuat oleh BpD dcngan
molibatkan warga maeyarakat Dega berkaitan dc,rgan pclaksanaan tegiJran
Pcmerintahan Dcsa ;

18. Kcputruan BpD, adalah produ& hukum yang dibuat oleh BpD berkaitan
dcngan pclaksanaan kegiatan tuga.l-tugas BpD ;

19. Panit4 rdahh panitia pmrilihan Kcpala Dcea ;
20. PeqiaringsrL adahh guatu kcgiatan yang dilakukan panitia pcmilihan Kepala

Desa untuk membcritahukan kepada maoyarakal mcngenai adanya proses
, pemilih; n Kcpala Dcea agu wrga rnasyarakat mau mendallarkan diri ;

21. Penyarir rgan, adalah suatu kegiatan yang dilakukan panitia pornilihan Kepala
. Desa berupa penelitian bcrkas administrasi ;

2i , Kampanye, adalah zuatu kegratan yang dilakukan olch calon Kepaln Dcsa
dan atau pendukungnya uatuk mondapatkan simpati pcrnilih ;

23. PcmililU adalah pendudut Dasa sctcrnpat Warga Ncgara Republik
Indoncsia. dan tclah momcnuhi persyaratan untuk menggunakan ha&
pilihnya;

24. tlak Pilih adalah hak yang dirniliki pcmilih untuk mencnhrkan sikap
pithannya

25 Bakal Calon Kepala Deea yang eclanjutny:r diccbut Bakal Calcn, adalah
pemohon yang telah mcmcr.uhi pcrsyal.alan rdminirtrasi ;

26. Qalot Kopala Desa yang bertrak dipilih yang sclanjutnya dinebut Calon
Kepah Dcs4 adalah Bakal Calon yang tctah memefltti persyaratan
admirristrasi dan tolah ditctaptan olch BpD ;

27. Calon Kcpala Dcsa l'crpilih yang sclanjutnya discbut Calon Tcrpilih, adalah
Calon Kepala Dcsa yang mcmpcrolch suara torbanyak dalam pemungutan
suara ;

28. Anggaran Pcndapalan dan Belanja Desa yang celanjutnya dioebut ApBD,
adalah rpncana opcraeional tahunan program umum panerintahan Desa dan
Pembangyun Desa yang dljabarlian dan dite{cmahtan dalam perkiraan
pendapatan dan pengoluaran kouangan deca,



BAB II
PEI\4tr,IRAN KEPALA DESA

Pasal 2

( l) Pr,r;ritii'ra,'r ti'--p:rla l)ese dilnksanakan nrclaluri 1r"\ep poncalo,ran tliut

perrilihan; '.

(2) Kupala Dcs;r Jipilih langsr.rng olch perrduduk l)ena dari cnlon Kcpala

Dcsa yang tclah nrernenuhi pcmy:uatan adminithasi yang ditetlftlkall ;

(3) Proses Pemilihan Kcpala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

dilaksanakan karena akan berakhir masa jabatan l(cpala Desa atau jabatan

K.epala Dxe lowong ;

(4) Dalam melaksanakan tahaptahap prosos pomilihan Kepala Desa

Bebagaimanf, dimaksud dalam ayat (3), Dcsa berkewajihan mentgndaflg

unsur Pernerintah Daerah unruk mclaksanakan tuglls-tuga8 pernbinaan dan

pengawauan.

Il A1] lI]
PANIT'IA PEMILIHAN ffiPALA DESN

Pasal 3

(l) t,'rrluk l\:ncalorran dan Pcnrilihrn Kep;rla ).)csir sehtlraitnatia riirril!.uti

dalam pasal 2 a-vat (1). BPD mcmbentuk Panitia Penriiihan urelrlui rapat

dcfia yan; ditetapkafi dengan Keleul.lnlt IIPD| ;

(2) Parritia Pemilihan sebagaimiura dirnaksutl daiam a3'at (i) tcrdiri dari px13

enggota BPD, p€ngufus lonrbaga kemasyuali atair Dcsa dari tokoh

rnasyarakat sosrrli r(rlgarr kcbutuhur yiulg susuluu ryil suhutal g-l:urattgnya

tcrdiri dai :

a. Ketul mcmngkap lnggota ;

b. Sr:kclaris mcrangkap anggi)ta ;

c. Bendahara rncrangkap anggr)rl ;

e. Soksi-seksi;

d. tuiggota.

(3) Junlah mregola BI'D yang dapal duduk dalam kcpanitiaan sebagaimana

dinuksud daiarn ayat (1), pding banyak l/3 (sepertiga) dari jumlalt

anggotr flI)D tidak tcrmasuk Ketuanya ;

(4) Tugas pokok Panitia Pemilihan Kepala Dem ditetapkarr dalarn musyawaral.i

BPD.



Pasal 4

(l) Panitia Pemilihan sel,agaimana ttimakrud dalam pasal 3 mempruryai

tugas:

a. mengajukan besamla biaya Pemilihan Kepata Dt:sl kepada BPD ;

b. mel,rtukan penjaringan dan penyaringan ;

c. menerima pendallaratr para pomohon ;

d. melakukan penclitirn pc$yaratan adminis[asi pcrnohon berdasarkan

prsyiu'atan ymg tclah ditcntukan ;

e. mengajukan Bakal Calon yang dinyatakan mencnuhi s'r,aral kepada

BPD untuk .litetapkan scbagai Calon Kcpala Desa I

' f. melaksanakan pendaftaran pe.milil dan. mongumumkan Daftar pemilih

Sementara solama 7 (tujuh) hari ket'a ;

g. Mencliti dan mengesahkan daffar pemilih tetap ;

h. mcnentukan bcntuk, tnt! cara dan teknis pelaksanaan kegialan

Kampanyc ;

i. melaksanakan pefiungutan suara dan penghihmgan suara ;

j. mcmbuat dan mcnalda tangani Berita Acara drlarn setilp t;rhirr, pl.oscs

Pemilihan Kepala f)esa ;

(2) Panitia I'ernilihan eebagaimana din.,aksud dalam a1,at (l), hcrriinggrng

jawab da'r m<ilaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kcpada IipD ;

(3) Danitia pcmililran yang tcrbukti mclakukan pelanggaran rerhadap

kotootu$r. yang borlaku dalam proses pclaksanaan Pemilihan Kepala Dcea,

dikenakan tindakan den sanksi sesuai dengan peraturan penurdang-

undangan yang bcrlalu ;

(4) Hasil pelaksauaan l)crnilihan Kepala f)esa ti&rk d:rpat dibatalkan liecrmli

setelah terbukti sccara sah berdasarkan kepuhrsan pengrdilan yang lelah

mempunyai kekuatafl hukum yang tetap.

Pasal 5

Apabih diantara anggota Pauitia P-nrilihan Kepala Dcsa ada 1,ang dirotapkzur

scbagai Bakal Calon atau berhalangarq maka keanggotaannya digantilurn olch

arggoit BPD, pellgurus lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyaraliat

sebagaimana dirnaklud dalam pasal 3 ayat, (2) dan ditetapkirn dengan

Keputusrn BPI)

6



B,AB tV
HAK I\'EI[{II-,IH DAN DIPII-IH

Bagian Pertaira

IIat Vcmitii
Pasal 6

Yang borhrk memilih Kepala Des.r adahh Ponduduk Dosa setflnpat Wat ga

l.legeta Rcpublilr ftuhnesia deng,an syaraisyarat :

' a, terdatar secrua sah oebagai pcnduduk desa sctempaf eollurang-kurangnya 6

(onrun) bulan C;ngan tidak terputus-putus ;

b. tcLh b€$sia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin

Pasal 7

(1) DtJr.nt Peroiiiha:. Kupeie I);sa svtiap pcl<iudux Deua setempat Warga
'l.iegara 

Rcpublik lnrioricsia yimg telah mcmoluhi lrcrsyaratan scbagaimana

dinraksud dalanr p:rsal 6, dm telah disahkan sebtgai pemilih dalam

melaksanakal hatr pitihll,a tidak bolelr <iirvakiikan kepada siapapuu tlengan

a!a"rrt apa;lttt :

(2) Ii.Bi peul,arrtlirlg oaeai finili ciaiam urctiggrurakarr lrak piiihnya rlil';iiltrr olch

Panitia dan 2 (dua) oraqg saksi dari calon I(epala Dera yang berbr,:<Ja.

Bagian lledua

llak Dpiliir

Pasd 8

(l) }'ang dapat dipiiih mcnjadi Kcpala l)ega adalah Pr'nduduk Desa setrmpat

Warga Negiua Republik l[donssia tlengan uy'arat-sya ra t :

a. lrrlaqrva kopada Tuhan Yang l,Iaha Esa ;

b. s+tia din tlrt licprda Pnncagila d:r. tILlD l94i;
c. tidali p'crnrh tcrlitrat lalgs'1119 atJru lidak hngsung dalarn keglatan yang

mengkhiarrali F;rncasila rLrn trndang-l itr,lang Dasar 1945, G l0SrPIC

dan atarr kcgiatan organisasi tcrlarang laifllya ;

d. berpendidikan sakutang-ktrangnva Sekolah l,anjutan Tingknt Pertiul)a

atau redor;tiat dan atau bcrpeugetahuan 1'a:tg setleruiaI i

c. hunt iroj. srdiufiurg-l*,rra rlgrya 25 :atrurr daur palirg tiiiggi 55 tahrin;

f. schat jasmani dau rohani;



g. nyatr-uyata tidak tcrganggu jiqrn / ingatannya ;

h. bcrkolakrrrn hnik I

i. tklnk ;::trr,rlr rlilrtrkrrtrt potlirrln kltctttr tltolnkttkntl lirrrlrtk pirl:rrr,t ;

j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keptttusan Pengadilan ymg

telah memprrnyai kekuatan hukum tetap i

k. rncngenal desanya dan djftonal olch masyarakat dcsanya ;

l, betseitia rlicalonlan me4iadi Kepala Desa ;

m. terdaftar secara sah scbagai penduduk dan bertcrnpat tinggal tetap di

Desa yang bersarrglutan sokurang'kurangny a 2 (C,ta) tahun terakhir

dcngan tidak tcrputus-puh[, kecuali Pu[a Dcsa yang berada di luar

Desa terscbut.;

(2) PNS/TMIPOLRI dapat me.ncalonkan diri dan dipilih sebagai Kepala Desa

apabila mernenuhi syarat-syarat sebagaimana dirnaksud dalarn ayat (i),

juga hanx nremiliki Surat Ketcrangan Pcreetu.iuan dari atasannva ;

(3) Bagi Calon Kqrala Desa yang tcrpilih scbagai Kcpala Dcsa terhih.rng

s,,jrk tanggal Pelantikann5'a. hanrn bertempat tinggal tetap di Desa yang

bcrsong[:utnn,

BAB V

PENCALONAN KEPAI,A DESA

Pasal 9

(l) IiPD memberitahukan kepada Kepala Desa mcngenli akan berahhirrrya

rnasa jabatan I(epala Dosa secara tcrtulis paling lambat 6 (cnaru) bulan

sabclum be"akhirnya masa jabatan;

(2) Tiga bulan selxlum bcrakhirnya masa jabatan Kepala Desa mcnl'ampaikan

pcrtanggungjarvaban tkhir masa jabatan kepada rakylrt melalui tsPD I

(3) Paling larntrat ? (dua) bulan sebelltm lrerakhimya nmsa jahrtan Kepala

Dese, BPD llegera memprcscs pemilihan Kepala Dcsa yang lraru ;

(4) .{pabila dalan jangl<a rl,akftr 2 (dua) bulan sebagainrana tlimaksud rlalam

ayat (3), proscs Penlilihan Kepala Dcsa bolurn selesai dilaksnct!:an, ntaka

BPD drpat lnrngajukan keplda Kepda Dacrah perpar{angan waktu

Pcmilihan Kepala Desa paling lama 30 (tigapuluh) hari ;

(5) tinh* pelaksuaan kegiatan sebagaimana dimaksrrd drlam a1'at (1) samp'ai

<lengan a'lat (4), Koordinator Kecamatan dan Camat berl'ervajiban

meutkrikrn porlotnan, bimbingnrL pelatihan, arahan dan sttpervisi sc:suai

tlergan perafirratr peruntlang-undangan yang berlaku.
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Pasal l0

Permohonan pencalonan Kcpala Desa diaiukan sccara tertulis kepada BPI)

melalui Panit.ilr dcngan diiampiri bcrti's pers) ai'atar) yang tclah d'itenrukan

sebagaimar.e di:nrlsud dalarn Parrel 8^

l'rsal 1J.

(l) Bcldasarkan p:rlrohonan penclloncn Kepala l)esa svbagaimala dimaksud

dalam pasa! 10, selanjutnya diadakan pelelitian pors1,,aratan adrninjslrrsi

berdarar-<an pi,rsy,lratan yang tdrh ditentukan dan hmilnya rlituangkan

.A 
dalam B:rit"a Acara Ha.sil PoneLi.tfurn ;

(2) Burrlasar kan. hasil penelitiao Hcbagximaru dir:ral.sud dalanr a1,al (1).

pemohon -v,.rng rneurcnuhi Fetryaratul tlitetapiuur l'anitia scbagai l3 rkll

C-lilon ;

(3) Bakal C rlon. sebcgairnana dimaksud dalarn a1'at (2). diajukrrn olch Panitir

kopada BPI) untuk rlitctapkur uehagai Calon Kepala Desa yang be rnk

dipilih dc"rrgan Kepurlrrsan BI'D.

, I'asal 12

(1) Bakal Calon K-epala L)era cr:tiap srat dalral mcngt"rtiitrki,rt diri sccera

fertu.lis ;

(2) Bakal Calon Kepah l)esa vang tchh ditetarrkan menjadi Calon Kepala

Desa tidak diperkena."rkan mengundurkan diri :

(3) Apahila Calol Terpilih mengurdurkan tliri atau meninggal dttnir scbcrltrnt

' p:lantiknrr diariakan Pemilihan lilang.

BAR VI

l(AlvlI''r\1.IYI CAI-Or'N IJII'/\LA DESA

Pir.sa I i.J

(l ) Kampanyc dilaksanakan pating lama 3 (tiga) hari, dimulai paling lambat

z (tujuh) hari nebclum pclaksanaan pemungutan suara:



l0

(2) Tala tertib yang memuat bentulq tata cara dan teknis pelaksanaan, larangan
dan sanksi dalam pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh panitia

b\,Tdtsarkan hasil kcscpakatan para Calon Kcpala I)era.

B AB \/tr
PEI\4II-IH,A.NI CAI,oN KEPALA DF,s A

Bagian Pertama

Pemungrrtan suara

Pasal 14

(l) Paling lamhat 7 (tujuh) hari scbelum psmungutan suara dilaksanakan,
Panitia membcritahukan kepada masyarakat tentang akan dilaksanlkan
Pemilihan Kepala Desa dan mengumumkan 8ecnra rerbuka rvirktu d.n
tempat pernungutafl suar4 flifiut-nfftta Calon Kepala Desa, dln daffar
pemitih yang sudah disahtan oleh paniria 

;

(2) Bafas waktu penyampaian 8ur8t undangan rentang pelakranaan
Pemungutan suara ditentukan panitia pemilitr.ur Kqrala Desa alas dasar
hasil musyawarah Panitia, Calon Kepala l)esa d:ur para saksi yang

diuunglan dalam Bedta Acara ;

(3) Surat undmgau sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) rrierural iurr.l,

tanggal pulul diut tempat pemunguran su;u" ;

(4) liuat ur,tlangan sobagaimarn dimaksud dalam ayat (.i) dirrcrili,r* ,r.,ruor
tuut gesr..ai rrofll(ir urut pada daltru penrilih yang diuahkan ;

(5) Untuk rner,buktilan sainya surat unrtangau ylng dibarvlr penrilih lrada
saat akiur rnenggunakan hak pilihnya, panitia rrrenooookkan nama r,.aug

bcrsangku'.an dcng:rn I(.T? atau bukli irlcntitas lain.

Pual 15

(l) |ernilihan Kcpata f)esa bersifat lar:g*urg, umr-rm, beba.s, rahasia, iujt, rlarr

adil ;

(2) Sotiap rvuga dera yang mempunyli hak Fitin, hanya memprrnl,ai I (r,:rlu)

suara dan tidak holch diwakillan dengan alasan opnp,r. ;

1J) Pe.tnungutan suara . dilaltsan,-.iun pada hari, tangg[ pukul dan lernpat

i';ug telah ,Jitcritulan ol:h Paniti"r ltas pcr.sctuju;lr RpI) ;

(4) Prda saat pimungultur suara dilaltsanalau para Calon I(cpala Desa w:rjib

i:'ctaclt di lcmlrat pemultgutall suar;I.

,,., .,../
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Pasal 16

Anggota BPD, Panitia dan Calon Kopala Desa yang mempunyai hak pilih d:n

tcrdaltar dalarn Dallar Pemilih yang sudah disahl. r' t.tup n .*p*yai hak

untuk menggunakan hak pilihnya.
,i

Pasal 17

Pemilihan Kepala Dcsa dihadiri oleh Aparatur Pemerintah Dcsr, BPD, panitia,

Calon Kcpala Dcaa, Saksi dan unnr Pcnrerintah Dacrah.

Bagien Kedru

Calon Kcpalr Dcra 'lldak Daprt Hadir

Pasal 18

Kecuali dalarri hal Calon Kqrala Dcst tidak rJapat hadir.karena sakit yang

dibuktikan de.ngan Sruat Ketcrangan bokter nemerintatr, nraka scbagai gartiryl

ditanpatkan Pas Foto y,ang bereangkutan dengan rrkuran 20 R.

Bagian Ketiga

Saksi

Pasal 19

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari sobclum pemungutan suara (H-7), para Calon

Kepala Desa mengajukan daftar nama-nama ralsi kepada Panitia ;

(2) Pengajuan saltsi kepada Panitia Pcrnilihan sebagairna:u diltalisud dalarn

,Nat (1), ,J.ilattlon secala tcrtulis. masing-rnlsinlg Oalon Kepala Dcsa

p:rling banf ll,.2 (drur) orang seliap tempat penghihrngan su.rra.

Prsal 20

(l ) I,aling .arna 5 (limr,r hari sebehun Pemtrngutan suara para saksi

diberikut peqleiaserr olch P [lia rncngenai tug.rs dan kcwajibannya;

,"'
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(2) Tugas dan kewajiban saksi sobagaimana dimsksud dalam ayat (2) adalah :

a. Mengikuti proses pclekranaan pcmilihan eampai dengan selesainya

penghifungan sttara ;

b. IVenjaga kelsncaran pelaksanam pemilihan ;

c, h'lcryntakar: gah tidakflYa surat suara i

(1. l'fcnanrlrtntlllrni Berita Acara dalam prnscs Pcrnilihan Kcpala f)csa

st;luli dengart kele rttlnn.

B AB VIU

PELA.IaSANA-$I PEI\IINGLITAN SLIARA

Pasal 2l

(l)SebelumpomulgutansuatadhnulaiPanitiamcrnbukakotaksttarailatl

mcrnperlihatkan kcpada para Calon Kcpala f)csr, iialtsi drn pemilih yang

hadir bahq a kotak suaia dalanr keadaan koaottg serta menurup kembali,

mongrmci dan menyoge 1 dengan mcnggurratian tcrtas yang dibrthuhi

Btempcl Panitia ;

(2) Pemilih yang hadir diberikan I (satu) lembar surat guara olch Panitia;

(3) Sctelah menerima surat ouara, pemilih rncntcriksa atau mcneliti dan apabila

surat suafa di:maksud dalam keada.ur cacat atau rus;rk, petniiilt belll;'k

meminta sural $uala yang baru rlan menyerahkall swat suar't 1'aug ritsak

tcruebut kepada Panitia hanya 2 (dua) kali'

Pasal 22

(l) Pemungutan suara dilaksanakan dcngan moncoblos suat silaia yang

memuat tanda ganrbar cakrn Kepala Dcea ;

(2) Pencoblosan surat suara sebagaimana dinuksud tlalarn ayar (1)

dilaksanakan di dalam bilik suara dengan mcnggunakan alat yang telah

disediakan oleh Panitia Pemilihan ;

(3) Pcmilih yirng masuk kc dalam bilik adalah pcmilih :fang akan

mengiPntnakao hak PilihaYa ;

(4) Pemilih vang, koliru mencoblos surat suara dapat meminta ganti surat

".ttara yang I ant hanya I (satu) kali' sctelah menyerahkart surat suiu" yang

lreli,u dicoblos kepada Panitia Pemilihan I
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(5) Setolah tulat suara diooblos, pernilih rnernasukkan surat su:l'a tclsellrt ko

dalam kotak suxla yiurg disediakan Panitia dalarn keadaarr tcr{ipar.

I'iual 23

Sotelah Pcmungrtan surra setegai dilaksanalan Puritia pada hari ihr .iuga

menandatafl gari IJerila {cara Pelaksm,aan Peinlngulan Suala bcrgiuna-sama

dcngarr piua Calon }i.cprh l)osa dan Satri.

Ii.4 t_l i.\
' PEl.,AIi.$AIjA,t,.l l)lllii-il11I L )iGAli SUARA

Pasal 24

(l) Sclclah sctcsahrya pcmungutan suara scbagaimana dimaksud dalam pasal

23, Panitia membuka kotak suara, meneliti setiap lembar surat suara satu

pcr $atu drn rnembacakan tanda gambar calon Kopala l)esa yang mendapat

suara tersebut serta mencalatiya dipapln lulir, untuk diketahui oleh pala

Calon Kepa{a Etesa Satai rian pemilih vang hadil ;

(2) Pembacam srrat suara dilakul:an oleh Palitia secam tegas dan jelas serta

rlituniukkan kcpa<la para satsi yartg tclah rlitunjul,.rirh Calon Kepala Dosa.

i'a;al 115

Surat suala dirryatalcrn sah irpabila diiJalarn sural suar hanya tcrdapat satu

irtl,as Iribarrg tljriuh,r,'colrlosrn, tr:pal pada ualah satu kotak tandi! gal t)al'

Calon Kepala [.)esa, dcngarr rnenggurakau alill yang teiah disediakan

Sural. suarr dirlyatakan tidak sah apabila :

a. 'l'idal -,r'cruakai iurat sunra yang relrh tlitentukan;

).', Ti(lik (crJapai tarld tangan Kctua l)anrtia lje[rilihiur pada Surat Sualr;

r:. Dil a,lrj,r lillu,il'ti nlalr nrc'ncirntumkiln irlsntitas Pcmilih ;

cl. Nii,trrircr ii\ar, itrar.r ir:bil: ilui salu pada Calon licpala Dcsa :

e. lvlenoobicrt tidak tepat pada salah satu kotsl: tanda gatnbar 1'aug tulalt

rliscdiaLirn;

l. iVicncuhlos 3utat su 'a tidax dengirn alat y;rng tclalt <lisodiakan olch

panitia.

(l)

(2)
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(3) Kotenttan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) d:ln ayat (2), scbelttrn

pemungutan suara dimula! diumumkan kepada pemilih'

Pasal 26

(1) Calon Kcpala Desa yang rncndapat iuara tcrbany'tk dinyatakan scbagai

calon terPilih ;

(2) Apabila Calon Kepala Dosa yang mendapat dukungan suara terbanyak

lcbih dari satu orang dcngan junrtah yang siuna' maka untttk rnencnrrtkan

calon yang belhak menjadi Kepala Dcsa diadakan petlluflgutiul suara

ulang;

(3) Pcmunguun suara ulang sebagaimana dimaksud delam aYat (2)

dilaksanal(an hanya unhrk Calon yang mendapat dukungatl surra terbanl'ak

dengan j urnlah yang sama, paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak

per.ardatrnganan Berita Aoara pemungutan suara ;

(4) Dalam hal pamungutan suara ulang sebagaimana dinraksud dal'r::r ayat (3)

hasilnya tctap 8am4 keputusannya digerahkan kepada I'anitia darr Calon

Kepala Desa setclah climugyawarahkan denpn BPD'

Pasrl 27

I'Ir il penghitungan suarrr oleh Panitia diumuml-an dart dibacakan petolchau

r'.ara masinrnrasing C.alorr Kepala Desa dan ( ituangkan dalam Ilerita 'Acara

Penghimgan Suara serta dilanda tangani berrama-gama dengan pala Caion

Kopala Desa dan Saktri'

Pasal 28

Apabila tcrdapat calon Kopala Desa dan atau saksi tidak mau monanda tangani

Borita Acara sebagaimana dimakoud datam paral 23 d5r.27' scpanjang pelaksa-

nazmnya telah sesuli dengan perafuran pcnrndang undangan yang berlaku <Len

telah dinrusyawarahkan dengan BPD, Pcmilihan Kcpala Desa tetap dinyatakan

sah tlan dituanglian dalam Berita Acara'
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(2)

(l)

(2)

I5

B,\E X

I'ENF,]:,{PAIY (IAI. ()N Tt,ItI'tI-,IH

Pasrl ?9

Bcr.ita .{carrr Prrxcs f'en lii;an l.-epala Desa clan Lrpc,ran pclnlisanaan

tugu Panitia dis.rnrpaitan kepada BPD ;

Berdasartan Roritl A oiua Pr,:ser Pcmilihan Krpalir l)csa dan laporan

pclaksaruan tugrs sciragair*ua dirtaksud dalam ayat (f), BPi)

rncuet.rpkan Caloi. K*pala Oeoa I eiprliri delgrr livputusan ilPD.

B,\B,U
l.ENCiESAl.Llll l)r'\...v I)hLAi\ t IKI\N

K!.PALADES.|\ rflt.Unft
1)agial llertama

[]eiigc sdtui l.Lcl;ilir Dera 'l'erpihh

Pasal i0

C'alon Tcrlilih rt;[rl,gritnrrra tliluir!-sut! rlalam pasal 2it, olch [JI'I.)

disampail.an i.cp.rda }...epala i)aelah unlul tlise.hkan tionllin nrcncrbitlon

li ciitttu:lat lr.tp:tia Dar:rirlt (cuung P,:nlrylaitarr h.,:1.'al;t Dcrur l'orpilili lralilB
lanrbat 30 (tiga puluh) hari scjak ditcriinanva Keputrsan LIPJ) te1)tln,l

Penetaparr Calon Kepala Desa Torpilih ;

Kepuhuan Kepal:r l)aerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (l), berlaku

sejak pclantikan.

lJrgian Kedua

lle lanrilirut daa Itcngu;,lpur'. lirturp;ih, jaryi

Pa.sal .t I

Paling lama 30 (ligrrpuluii) ha: i sotulair diti bitkarmya l(cputu,sau Kopala

f)aeral\ lnlia .{i.'.;p;ik L\sa 1'ang trrr:rngiu;1rrn di.la:tiiL ol,dr Keplh Daerah atait

Pejabat 1,411g, dinrn lllr.

Pasal .31

(l) Peiurtitan dim prnguo.rprur ruarp.rh,/janji l(opal.r Desa Tcrpilih hasil

prosos Pe:nililrrn I(cpala I)e,u t'et,agititnana ilintlrsutl dalanr pasal 9 nyat

(3), .dile}suraltan tepat pada lkhir masa jabatan Kepala l)esa yang lama ;

I
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(2) Apabila pelaksanaan pclantikan dimaksud dalarn a1,at (1) jatuh prrla tari
libur, maka pelantitan diialaanakan pada hari kerja berikutnya rrtau sehari

seb,e lum hari libur;

(3) Dalam hal pelantikan Kepala Dcsa sebagaimana dimaksud djlam ayal (1),

tidak dapat dilaksanakan tcpat waktu karena alasan yang dapar

dipcrtanegun&iaw1bkar1, d.npat ditunda paling lanra 30 (rigapuluh) hari

seiak tanggal berakhimya'masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 33

(l) Pclantikan dan pcngmbilan sumpalr/janji Kcpala Dcsa dilaksanakan

dagan eusunan acara sebagai berikut:

a. Psrnbacaan Kcputusan Kcpala Dacrah tcntang pcnguahan Kcpala

Desa Terpilih ;

b. Pengambilan Sumpah{anji oleh Kcpala Daerah arau pejabat yang

dinm.;uk ;

c. Penarrdrtangarun Berita Acara Pcngambilan Sumpah,rJanji ;

d. Kata-kaia Pelantitan ;

c. Penyomatiul Tanda Jabatan ;

f. PenarLdatanganan Berita Acara Serift 1'otiura Jabatan ;

g. Samb utan Kepala Daerah atau Pejabat lain yang dirunjuk I

h. Do'a.

(2 Dalam pe,rntilan Kepala Dcsa sebagaimana dimaftsud dalam ayat (l)
Kopala Dera mengucapkan sumpah/jaqii

(3) Susunan kata-kata sumpah/jaqii Kepala Desa scbagainrana <limaksud

dalam ayat (2) adalah scbagai bcrikut :

'Domi Allah (Tuhan), saya bersumpahrtet'anji bahvra saya akan

mei.roruhi kewajiban saya selaku Kepila Desa dengan sebaik-bailoya,

scjujur-jujurnva dan scrdil-adilnl'a ;bahv,a saya akan selahr rant dirlrm

ntengamalkan dan mcmpcrtahankan Panoasila sebag:.i dasar ncgara ; <larr

bahrva saya akan mcnegakka., kehidupan demokrasi dan Llndang-undang

Dagar 1915 sebagai konstitusi negara sorta scgala peratu afl perundang-

undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah diur Ncgara Iiesatuarr llcpublil

Indonesia'.
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Pasal 34

(l) Pclantitan Kqnta Dcsa aoUagimana dimaksud dalam pasal 33,

dirolenggarakan di Pusst Pcrnorintah Dcea dalarn suatu upacara yang

dinadhi Anggota BPD, RT/RW, totoh maryarakat, porangkat Desq

Paniti4 uruur Pcmcrintah Dscrah .lan lsin-lain rceuai kebutuhan;

(2) Kopata Daerah dengrn pcrtimbangan tcrtcotq dapat menyclenggarakan

pcrgarrbilan sumpaUjaqii dan pclantikan Kcpala Desa rebagaimana

<fimaesud dalam ayat (l), di tcmpat lain yaitu di Risat Pcrnerintah

Kabupaten atau Kantor Koordin tor Kccamatan atau Kecamatan.

Pasal 35

Pada saat upacara penguoapan sumpah/jaqii dan pelantikan, Kcpah l)esa yang

akan dilantik bctpakaian dinas sesuai dcngan Peraturan Penrndang-unrtangan

yang berlaku.

B AB )OI

BIAYA FEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 36

(l) Besamya biaya Pemilihan Kepala Dcsa ditctapkan oloh BPD alas usul

Panitia ;

(2) Biaya Pemilihan Kcpala Desa sebagaimana dimaksucl dalarn al at ( 1)

dibebankan pada APBD dan dapat bersumber dad srvadaya rnasyaral<at ;

(3) Biaya Pomilihan Kepala Desa dipergunakan untuk:

a. biaya Administrasi ;

b, biaya penjaringan dan penyaringan ;

c. biaya kelengkapan penyolonggaraan pcmungutan suara ;

cl. biaya Rapat-rapa! Konsumsi dan Panitia ;

e. biaya petugas ;

f. biaya konsultasi dan lain-lain.

BAB )ctr
MASA JABATAN KEPALA DESA

Paeal 37

(l ) Masa jabatan Kepala Deoa paling lama l0 (sepuluh) tahttn utrluk satu

. kali masa jabatan tcrhitung scjak pelantikan ;
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(2) Apabila m,asa jabatan Kepala Desa sebagainrana dimaksud tlalaru r.vat ( 1),

telah bernkirir., yalg bereangkutan , tidak boleh dicalontan dan atau

mencalonian kembali untuk masa jahatnn berikutnya.

B AB XIrv'

TUGAS DAN KEWA.IIBAN DAN

PERTANGGTINGJAWABAN KEPALA DESA

Bagirn Pcrfama

Tugar dan Kcwa.iiban Kepala Dera

Pasal 38

(1) Tugs dan kcrvajiban :

a. memimpin penyelenggaraan Pemorintah Desa;

b. membirra kchidupan masvarakat Dera;

c. rnerntrfura perekonomian Dcsa;

d. mcnrcliharu ketcnleraman dan ketertiban maeyarakat Desa;

c. menclarnailian perseliaihan masyarakat di Desa;

f. meuakiii l)esiurya didalam dan di.luar pe.ngadilan dan dapat rnenuitjuk

krusa hukurrnya;

Unh* rnerrdamailian perselisihan sebagaimana dirnaksud d.rlam avat (l)
huruf e, Keptla Desa dapat dibantu oleh lenrbega adat Desa.

Scgala persclisihan yang telah didamaikan oleh Kcpa.la l_)esa bcrsifat

rnengikat pihak-pihak yang b€reolieih.

Pasal 39

(l) Drlarn melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dinraksurt

clalarn pasal 38, Kepala Desa wajib bersikap dan bertindali aclii, ritlak

diskrirninatif selia tidak mcurpcrsulit dalam mernberikan pelayanan kepada

masl'arnkat ;

(2) Kcpala )c:ia yang bersikap dar bcrtindak titlak adil, diskirnirLatif rlan

mcmpcrsulit dalam msmberikan pelayanan kepada masyaraka., rlapat

ditrerikln tdgorau alau peringatan tcrtulis olch Badan perrvakilan Dcsa;

(3) Tegorrur atau pct'ingatan telhrlis scbagainra.rra dimaksud rhi:un ;n,,;1 i,l)

dalarn tarrgl;r pelbailan kincrja Kepala Dcaa.

(2)

(3)
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Bagian Kedua

P,:rtanggunglawaban Kepala Desa

Prsal 40

(l) Kepala Desa mcmirnpin penyolcnggrraan Psmerintahan Desa berdasarkan

kcbijakan yang ditetapkan t'erran a Badan Pcrwakilan Desa.

(2) Dalam rnclaksanakan trrgas dan kcrvajibannya Kepala Desa :

a. bertangllimgiawab kepada rakyat mclalui Badan Perwakilan p,osa ; dan

b. men3,ampaikan lapmrn mengenai pelaksanaan lug.lsnva kupa,rla Kcpala

Dacrah.

(3) PertangErngiawaban sebagaimana dinraksud dalam ayat (2) huruf a, tcrcliri

dari :

a. Pcrtanggungiawaban akhir tahun anggaran ;

b. Pertanggungiawaban a*hir mags jabatan ;

(a) kpo'ran pelakunaan [rgas Kepala Desa kepada Kepala Daerah

sebagaimana dimaksud dslan ryat (2) huruf b, terdiri dari :

a. Iaporan pelaksanaan tugar akhir tahun anggaran ;

b. I:poran pelaksanaan tugas akhir maea jabatan ;

c. I aporan pelakganaan fugas pernbantuan ;

d. Laporan inridcnril bcrdasarkan pcnnintaan Pemerintah Daerah

Kabupatmr &rn atau Propinsi dan atau Pusat ;

Pasal 41

(l) Pertanggungiawaban akhir tahun anggaran scbagaimant dimaksutl dalarn

Pasal 40 ayat ( 3) hunrf a, morupakan prtanggungiawaban pclaksanaan

APBD dalam bcntuk peftinmgan APBD berikut penilaian kile4jrr

berdas arkan tr.rlok ukur :

a. APBD ; dan

b. Keb{jal:an yang ditetapkm benarru tsPD scbagaimana <iirnalisud lrada

pasal 40 ilyat (l);
(2) Pertanggungiawaban sebagaimam dimaksud dalam ayat (1), rlibacakan

Kepala f)esa di depan sidang Paripuma BPD paling larnbat 3 (tiga) bulan

setclah berakhirnya tahun anggaran;
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(3) Dokumen pertanggungiawabarr akhir tahun ar.ggnran sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) diaerahkan kcpada BPD untuk dilakukan

penilaian sesuai dengan mckanisme dan ketenhun yang berlaku ;

(4) Penilaian sebagaimana dimaksud dalem ayat (3) dilaksanakan dalam rapat

Paripur:ra BPD yang sokurnng-kuranguya diha<Jili 2/3 darijumlah .'dggota;

(5) Ponilaial r BH[) atas pertanggungiawaban Kepala Desa paling lambat selesai

30 (tigpuluh) hari seiak dokumen pertirrggurrgiarvaban akhir talttrn

anggarar r discrahkatr ;

(5' Apubila sampai dengan 30 (tigapuluh) hari sejak penyerahan dokumcn.

pcr laian fiPD liehrnr dapat diselcsail:an, pertanggungiawohan ai,Jtir tnlnrn

anggariu r tersebut dianggap diterima ;

(7) Pcrtanggungjawaban akl.ir tahun anggalatr li.epala Desa apabila terdapat

pclbcdaan yang nyata arltalil ronoana dan realisasi APBD yang tni:rupakan

pcnyimpangan dcng3n alasan yang tidak dapat dipertanggrrngiari'alrl<an

berdasarkan tolok ukul APIID dikembalikan kepada Kepala l)esa disertai

alasan penolakalnya uufuk dilengkapi dan atao discmpumakan ;

(87 Kclengkapln daII atlu pellyelnpurna.m sebagairnana dirnakstrd dttlarn ll1'rl

(7) discrahkan kembali tcpadr BPD paing larnbat 30 (tigaptttuh) hati

unn* diadakan pearilaian kcmbali ;

(9) Penilaian kcmbali scbagafuMna dilrnksud dalarn ayat (8) dilaksanakan

ixrd:xarkan ketentuan ayal (4) dan apabi.la dalam jangka rval1u 30

(tigapuluh) hari sejak penyemhm dokumen kemtrali penilaian BPD lrchtm

d:p.rt oisclesail'an, pertanggrrngiawaban ak-hir' talttrn artggaran tcrocbrtt

dianggap diterima ;

( 10) Iieputusan pnolakan atas pertangglulg,iawaban licpala Desa sekruang-

kunngnya mendapatkan pcrsotujuan A3 dari junrlah anggota BPD yang

hadir, dan dirampaikan kopada Kepala Desa.

Par,al 42

' (l) Penoilakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4i ayat il0) dilengkapi

rlengan alas an dan saran pel'baika rva ;

(2) Apabila d:rlam jangka waktu 30 (tigapuluh) luri saran perbaikan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (l). tetap tidlk diindahkan, BPD dapat

nrcmberikan pedn[ialan tertulis kepada Kopala Desa.
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Prqal 43

Apabila pertanggungiarvaban akhir tahun angg&ran Ke,pala L)era ditolak dat(

diberikan Tegoran tertulis scbanyak 3 (tiga) krli berrurut-turu! maka BpD
dapat mcnglsulkan pembcrhcntian Kcpala Desa kcpada Kcpala Daerah.

Pasal 44

(l) Usulan polnbohcntian Kcpala Doa scbagrimana dimaksud dalam pasal

. 43, diadakanparlitian olch TimPcncliti;
(2) Apabila Tim Penctiti mcnilai kcputuran ,lPD atas penolakan

pcrfangglqiawaban akhir lahun anggaran Kcpala Dosa tclah sesuai

dcrgaa kctartuan yrng bcrtakq mel<a ruulan pcmbcrhcntian sobllgaimana

dimakaud dalarn Passl 43, ditorugkan kqpada Kepala Dacrah untuk

dieahkau pernbcrtrentiannya ;

(3) Apabila Tira Pcncliti monilai keputuean BPD atae ketidakcocokan

pertanggungiawaban akhir tahun rnggaran Kepala Desa tidak sesuai

dcngan .ketcnnran yang bedaku, malia Kcpala Dacrah melrolak usulan

pemberl rcntian rebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengur tlisertai

alasan-a lasannya dan monyampaikrn kepada BPD untr* membatalkan

kepuhuan ponolakan potanggungiawaban akhir tahun anggaran Kepala

Dosa,

Pasd 45

(l) Pertanggungiawaban alhir mur jibatrn sobagaimam dimaksud dalam

Pasal 40 ayat (3) hruufb, merupakan pertanggungiawahan'atas pelaksanaan

tugas-fugas umum, pemerintalun dan pembangunan yang merupakan

kinegia Kepala Dosa selama masi jabiltannya berdasarkan tolok ukur

APBD dan kebiiakan yang ditotapkan bcruarna*ama BPD ;
(2) Pertanggungiawaban acbagaimaoa dimakrud dalam ayat (l), rtibacakan

Kopala Dosa di depan aidar.g Paripuma BPD, 3 (tiga) bulan sebelum

trerakhimya masa jabatan;

(3) Doknmen pertanggurqiawaban akhit maea jabatan sebagaimana dimakeud

dalam ayat (2) dircrahkan kopada BPD untuk dilalutan pcnilaian rcruai

dcngan mckanismc datr kctontua yang bcrlaku ;

(4) Pcnilaiu scbagaimana dinratsud dalam ryat (3) dilakranakan dalam rapat

Paripuma BPD yang paling ecditit dihadiri 2/3 dari junlah anggota;
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(5) Penilaian BPD atils pertanggu[gjan aban akhir masa jabafu Kcpala i)esa

paling lambat selesai 30 (tigapuhh) hari scjak dokurnen

t)srtanggungiawabm akhir nusa jabatan tersebut diselahkan ,

(6) Apabila rarnpai dongan 30 (tigapuluil) hari sejak penyetahan dokunrcg
pe,nilaian BPD bclum dapat disclesaikan, petanggungiarvrbtn akhir. masa

jabatan tcrsebut dimggap diterima ;

(7) Pertanggungiawaban akhir masa jabaLm Kepala Desa apabila ter.clapat

pelbedaan yang nyata dalam pcnl,elelggaraan pemerinLrhan Desa dan

murupakal penyirupangau dengan alasan yang tidlk tlapat

diperlanggungiarvabkan bcrdanar.kan tolok ukrir At,ilD dan kcbijakal l alrg

cliteiapkan bersama-sarna BPD drn dikembalikan kepada Kepala Desa

disertai alasarr penolaliannya utt rk dilengkapi dan atau disempunakan ;

(8) Kclerrgkapul dan atau pen) empumaiur sebagaimana dimaksud ilalatn a1'at

. (7) Circlrhkan kembali kepada BPD rmhrk diadakan penilaiar kenrbaii ;

(9) Penilaian kembali sebagaimara dimaksud.dalarn ayat (B) diiaksariakan

berdasarkrn kcteffual avat (4) dan apabila dllarn jaugka \vaklr 30

(igaprduh) hari sejak pcq,oahan dckumen kcmbali pcnilaian BpD bclum

dapat diselesaikan pertanggung.iawaban akhir masa jabalat tersebut

dianggap ditrima;
(10) Kepuhuan penolakan atas pertanggungiawaban akhir masa jabatarr li.lala

Desa s ckurang-kruanpnrya mondapatkan penefujuan 73 d.r'i .iurnl;rh
anggota yrrrB harlir'.

Pasal 46

PenolaLrn atas poatalrggungjawaban akhir masa .jal-ratan selragaimana

dimaksud dalan: pasal 45 oyat (10), dirampaikan Kepala Desa disertai

dengan alasan-alamn dan earan perbailian ;

Apabila dalam jangka wal<trr 15 (limrbclas) hari, saran perbaikan

scbagaimana dirnaklud dalam ayat (l) tidak diinrtahkan oleh Kepala Dcsa,

lnaka BPD dapat membcrikan pcringatan tertulis dan rncneruskan kepada

Kepala Daerah untuk diadakan pcnelitian.

'Par,al 47

(l) l.aporan peial;sanaut tugas aldrir Urlrun anggaran *:blgaimana dimaksud

clrlam Pagrd 40 ayat (4) hunrf a, dibuat secara tcriulis paling l.runbat 3 (riga)

bulan setolah berlkirim.la tahun anlgaran kepada Kopala Daerah rnelalui

Carnat;

(i)

(2)



(2) I aporan pelaksanaan tugas akrrir. nlasa jabata. eebagaimana dir,ksud
dalam Pasal 40 ayat (4) hun fb, dibuatpaling lamb't 3 (tiga) bulan sebelum

berakhirnya masa jabatan secara temrris kcpada Kepala Daerah melalui

Carnat;

(3) Laporan prdai<snnaan h:gas pembantuan scbagaimana dirnaksud dalam l,asal

40 ayat (4) huruf c, dibuat secara teltulis sesuai dengan ketcntuan yang

berlaku kcpada Kcpala Dacrah melatui Camat ;

(4) Iaporan irxrideruil ecbagaimana dimakrud dalam lrasal 40 ayat (4) humf d
dibuat socara teltuLis se8u8i dengan kctenhun yang berlaLt kepada Kepala

Daerah rnelalui Camat.

Pasal 48

(1) Camat sehagai Perangkat Dacrah berkcwajiban mengevaluasi laporan

sebagaimana rlimakeud dalam Pasal 47, paling lambat 30 (tigapuluh) hari

sejak diterimanya ;

(2) Hasil cvaluasi scbagaimana dimaksud dalarn ayat (l) dilaporkan kepada

Kepila DacnJr rnclalui Koordinator Kecamatart tembusan Kopala Dcsa ;

(3) Jih dalam evaluasi rebagaimana dimaksud dalarn ayat (l) terdapat hal-hal

yang tidak sesuai dcngan kctenhran dikcmbalikan kepada Kepala l)esa

untut dipelbaiki dalam jurgka wakm paling lama 30 (tigapuluh) hari harus

euda& dikembelikan lagi kepada Carnat ;

(4) Apabila dalam jangla waktu 30 (tigapuluh) had sebagairnana clirnaksud

dalam ayat (3), perbaikan ter.scbut belum dikembalilarr, maka Canlat d.ipat

rneminta kcpada BPD urttuk memberilan poritgatan ttrtulis kepada l(e1:,.rla

f)esa ;

(5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tignpuluh) hari sejak dilcrirnanl.a

pcnyampaill pcrminhan prnberian pcringatan tertulis sebagairnana

dimaksu d dalan ayat (4), BPD belum mernberikan peringaran tertulis

kepada I(epala Dcs4 makl permintaan tcrhrlis terscbut diar.rggap suciah

dibuat d. m disampaikan kepada Kepala Desa ;

(6' Peringatan tertulis scbtgaimana dirnaksud dalam ayar (4) dan (5), riibolikan

paling tranvak 3 (tiga) kali kepada Kepala l)esa derrgan ternbusarr (tainar

dalam te:,rggang lvaktu masing-lnasing 60 (enampuluh) hirri ;



(7)

(8)
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Apatrila perhrgltan tcrtulis III dengan batae wakhr )'ang tolah ditet'ptan

!:erakhir. rlan tidak diindahkan ole,h K.epala l)eea, maka BPf) rncngrsulkao

pcmbcrhenrian kepada Kepala f)aerah ;

Carnnt atas darar letlbugan peringatan tcrtutis I' II darr III setragaitnana

dimaksud dalanr al'at (7) men$lsulkan pemberhertian K'epala Desa kcpada

Kepala Daerah.

Pasal 49

(1) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48

{yat (7), diadakan penelitian oleh Tim Pencliti ;

(2) Tim Penetili sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) txrtugas mengadakan

pcnclitian tertradap kebeaaran alagan ustrlan pemberhentian Kepala Desa

dimaksud :

(3) Apabita Titn Psneliti lnenilii usulan BPD terteb\lt bener dan tolah sesuri

cis'.ngan [i{]tiottlan yang lrcrlaku, rtra!'a ttsulan pctlrb"r'hcntian lelscbut

diieluslcu) lii:patla Kcpirla Dacah ui''iu!: disrlllar pcmt'ethentiann'va ;

(,1) Apabila Titr Pcn':liti melilai tlstti;;t BllD tcl'rcbrtl !irl:rk l'''c't"'r' dlrlr tidlk

qesuai tlerrgan ketentuan yang herlnlrrr, mrka Kcpala D;rcrah ntcnolak

rurtlan pctrbcrhcntian tu'schul '

Pual 50

(l) Usulan pombelhentian Kcpala Dcsa sebagrimane dirnal:srrd dalam pasat 48

ayat (8), dia<i;r1;an pcnclitiarr oleh Tim Pelctiti ;

(2) Tirn Peneliti scbagaimana dinrahsud rlalnm ayat (1) bartrrgas mettgadakan

peflelitian terhadsp tcbonarat alasan usulan pernbet'hentian Kepala Dcsa

dimaksud :

(3)Apabilnl'imPenelitimerrilirirrsulanl.o.allgl5,g|rrrtlreniudanlr:latttlt.su;.ti

dongao kclenruan yang bcdallr, maka Kepala Dat:rah mertl'ampaikan

kepada C;'nrnl trntuk mencntskan ttlracla B?D agnr ruengrtsulllan

petnhcth,:nlian l(t:pala f)ssa ]'an8 b:rsa$gkuiilt i

(4) lleirtan pcmhcrhentian Kepala Dcaa sebagpimana dinraksud dalun avrt (3)

ditrllulankep:rrlcKcpalaf'tacrahrncleluiCirn;tlpalilll"larnrT(tuirrh)hari

si:irt ,lilerimrnya ttokuntn schagrinlana itimatsud dalam avlrl (l) oleh

BPD:
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(5) Apabila dalam jangka wakhr scbngaimana dimaksud dalam ayat (4), BPD

belum mcngusulkan pembcrftentian Kcpala Deea, maka dianggap ictah

membuat dan rnengusuirkaq sehingga Kepala f)acrah dapat tr.ertelapkan

pemberhentiarrnya.

B I\B XV

LARANGAN KEPI\I,i\ DESA

Pusal 51

Kepala Desa dilarang :

a. membuat suatu kebiiakall yang sccflra khusus rnem.bcrikan keu ungan

bagi dirinya, anggola koluargalry4 golongrn tedentu, atau kelompok

politiknya yang soc a n1'ata menlgikan kepentingan umr.lm atau

rncndiskrirnin aslkan rvuga doea dan golongan loficntu' dan atau ;

b. menaima uang biuang dan/atau jasa dari pihak lain yang patut dapat

ctittuga Rkan mempenganrhi pcngarnbilan kebijakan dalam

pcnyelenggaraan Pemerintnh n l)esn, rfun alau i

c. nrenjadi advokat atau kuasa llrlium dalam suatu perkara di pengadilan,

diluarindakannya dalam nrewakili Desanya'

Pelanggaran yang dilalukcn tedradap larangan sebagaimana dirnaksud

d.alam ayat (1), maka Kopala Dcsa dapat diberikan Tegoran alau pcringatrn

tcrtulis oleh BIID ddam rangka mempcrbaiki kincrja Kepala Desa'

B AB ,1O/I

PEI,IBERHENTIAN SEMENTARA

DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Podama

Pembedlentian Sementnril

Pasal 52

(1) i(epala Desa yang rlirialwr dalr atau torsartgliui <lahrtt suatu tindak pi<lanil

t<ejahatan dcngau arianrarr huliumatt seltru'ang-liurarlgnya 5 tati un, llID

tlapat mott,;,tuullian petnbelhentiiur scmentara Kcpala l)csa dan

pengangkatan Peniabat Kcpala Dcsa kcpada Kepakr Daeralt ;

(2)



(2)

i6

.{pabi!a lrcrdasitrkan Pu{rrq.rn Pen{ra(lil.t1l TirrgJmt. P('irllrnl di.r'l otal::rn

trahwa I(epal;r Dosn tel,qcbrt tidak torhukti mcl,rkrtkan pcrburtrlt lntrg

<1idal:wal.irrr rlau atall tidr-rk terlil,.at, 'rrl3ka Kr)Pllil f)acralt inetlcrlrttt

Kepunrsin Pcmbcrhentian Sementara dan mengpl:uhkan l:embali scbap-;ai

Kepah f Es,r:

Apabila tterdasarkan Futusan Pengadilan Tingkat Pcrtama lcrbukti

molakukan perbuatan yang tlidakwakirn dau atau tediba! sodang i{r'rpall

Dcsa tctsebut rnelal<ukan upaya bandfurg atau kasasi, lnaka status

pemborhentirn flcm€ntara yang btreangkutan belum dapat dicabut' tentang

tlikukuhkan kctnbali aiou diber{rcntikan sebag.ai Keprla Dcsa terginlulg

dari putusan Pcngatlitan yang telah mempunyai kektlalan hukum tetap

Ragian Kedua

Pembcrhentian IiePalu I)osr

Paml -<3

(l) Kepala Desa yang mendapatkan Kcputusan Pengadilan yang tclah

mernpruryai keluatarr hukum tctap dalam suah! perkara pidana, RPD

mengusuikan pemberfientian Kepala Dcsa dan pcngangliatan Pe rrjabat

I(epala Dera kcparla Kcpala Daerah ;

(2) Ke?utur,n Pongaclilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l )' dongan

kctentr:an:

a. yang bcisanghrran melal'tkrn tindak pitlnna ksjahrtan I diur

h. meqialani hukumar Penjara'

Paral 54

(l) Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tuqas, rvcrvenarg dan

kewajibannya karcna bcrhalangan semcntara, maka tugas schariluri

<lilakganakan oleh seketaris Desa paling lama dalam wakt.r I2 (rluabslas)

bulan;

(2) Apabila Seliretaris Desa lowong pclakeanaan tugns sehari'hari Kcplla Desa

drpat dilal;sart;rllan oleh lclangliat l.)erri iiinny'l :

(31 ,rpabila .ialartr j.rrtgt:a rvaktu ltalilg larur I2 (duabr'lav) buian

,ir'itlllnirtl,tl;r rlirrr:rkstlil <lalattl lt1' l (l ), Xepala l)csa ltr-hiln tlapat

r,lrrri.rlartk rrr 1uQZs. u,{1r,ret!it1g Jan l,c $ lriihlrrrtl'a PI'D ilapnt ncttlltslr!lnn

.\$.\-\-..-... Ii r.:..r';- f\,...r .tte -trr'i.-;l l'-^"r -r\.'- \.i\, i' \.'.'.i" '\-i:

!!'Pada l:ePll3 D:cralr :

(3.
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(4) Apatrila sebelutn jangka rvatlrr 12 (duabelas) btrlarr sebageimana

dimaksuddalamayat(2).bcrda.rarkansu'atketcrrng3nrlarif)okter

Pemcrintalr,KcpalaDcsadinyatakatrtidaknrarnptruntrrkrrtertjal:rnkan

$gar, wewon&ng dan kewajibamy4 BPD dapat mcngusutkart

pcmbcrhen tian kcpada ts'e{rala Daerah.

Pasal 55

Kepala Desa berhcnti, karcn, :

a. meninggal dunia;

b, mcngaj'rkan berLenti atas pcrmintaan eendiri;

o. tidak lagi momenuhi eyarat dan atau melangar sumpah atau janji ;

<1. berakidr masa jabatan ; rlafl

e. melakulian p.'rbuutalt ylng b('rtc'ntarlgan dcngatt kctentuatt pcr'rhlriu

pcrunhug'urdallgan yang borlaku dan at&u nolmi 1an1I lriikrp dan

bcrkc'nbang dalam maayarakat Desa'

pemberhentian Kcpala Dera sebagairnaru dimaltsud dalarn *yal (l )

diiakukaa oleh Bupati atas usul Badan Penvakilan Desa ;

(3) Usulrn pernbcrhontiut Kepala Dcsa oleh BPD sebagimana dimaksud

datam ayat (l) huruf c dan c mclalui mokanirmo pcmbcrian Fringalan

tcrhtlis I, tr <tan III dengan targgang wakhr maring-masing 60 (cnampuluh)

hari ;

(4) Apabila pcringatan tcrtu& m dongn batar waktu yang tolah diletapkan

b€rahhdantidakdiindahknolchKcpalaDes4makaBPDdapat
rrtengurulkan pemberhentian kcpada Kepala Daerah'

Pacal 56

Usulau pemberhcntial K-cpala Desa scbagrinuna dimaksud dalarri pasal 55

ayat (4), diadalian penelitian olch Tim Peneliti ;

Apabila T:rn Pcneliti tncnilai usulan BPD tcrscbut ben'rr drt tclah sesr:ai

detgart kctontuall ]rang borlakq maka usulan pemberhentian terse but

ditcnrskan kepatk Kepalr Dact:rh untuk dirahkan pcrnlrcrhctrtiarurl'a;

Apabila Tim Pe,ncliti menilai usulan BPD terschut tidak henal dan tidak

sestai rlengan ketentuan vang borlaku, maka Kcpala f)aerah mcnolak

usulan pernb elh enti an lErsebut'

(2)

(1)

(2)

(3)



Pasal 57

(l) Tim Peneliti scbagaimana dimaksud dalam pasal 44, paral 46, pasal 49 dan

pasll 56 ttib,:r,tuL olch Kepah D:cr;h ;

(2) Til Penelili stibaglirnarre dimak.,:uti d.ilalr a,"'-,tl (1 ) l-x.r rnggotakart instatrsi

telkri( di liabupatcn, Kooidinatoi. Iiccamatan .Jan Camat yang

bersanglulr r scsud dengart ket:unrhan,

BAB X\',II

J..(-)rv()N(i,\N Jr\ItAlr\trt l([]P,{.}-,\ l.)ir;A

Pasal 58

(1) Iabatan I(cpala Des;r dir.yallgrn low'olg datam hal Krpala Dcsa b:rhenti

a&ru dibcrhorrtiliatr olcdt liepala l)aoiah ;

(2) Sctatr.s,:trai) jrtrirtalr T(rrpirla Dcsa lor','ong sot a6lairnnna dir',r.rksrrd tlalam

pasal 53 ayat (l), pasal 5d a1'at (2), pasal 55 r)'el ('l ).

I'asal J9
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(1) Felaksanaarr p:osee pcngisinn lowongur jabarar Kcprla Desa sebagaimano

tlimalisud il.rlanr pasal 58 paling larrre 6 (cnain) l',lrlan scjali t<:rjadinyr

lou,ongal jatrofan Kep,rlr ln)esa ;

(2) tinF;Jr p::hkrun;ian ptcses 1:cngisilrn jatratart Kcpa!.r f)esa sebagairnana

ditmksud dalam lyat (1), Koordinator Kccauralan ilan Camat berkcrvajiban

mcmbcrikan pu-l,ohan, bimbingltr, pclatihal, ar,rh;.n dan supen/isi sesuai

deflgan I eratura,r perur.lang-untlalgat yang bi:rlaku.

I} A B X\/III

PI]NJ.AIJ i\T liEP.tLA DDSA

Pasal 60

(l) Pengaagkatan Penjatrat Kcpalr l)csa ditetapkan dsngan Keputusan Ke1;ala

I)aer'eh ala- u"sul Lll')l) driri Pcrangkat I)csa ;

(2) Poniabat l{:pala i),:nr icbagainrara dirnalrsutl dalrrn rl'al (l) dilantik olclt

Kepala D;rr.rah atat] priiirbal viug ditrrtr.iuh ;
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(3) Masa jabatan Penjabat Kepa)a Desa sebagaimana dirnaksrrr.l rinl;rnr ar ril (1)

paling lanra I (satu) tahun dan dapat diperpanjang tahun Lrcriliutn-v-a atas

rrsul BPD .

(4) Tugas, \\rewonang dan kewajiban Perrjabat Kepala I)csa arlalalr sarna

dcngan 1rrllas, wcwenang dan kcrvajrban Kcl)ala Dcsa lirla]i lcrntasrrk

pengisiarr .jabatan Perangkat Dcsa.

Pasal 61

Pengangkatan Penjabat l(epala Desa sebagainrana dinraksud dalarn pasal (rC,

dilaksanakart irltahila lcljacli hal-hal scbagairrtarra tlinlrlisucl ilalani 1;irsirl s) itral

( 1), pasal 53, pasal 54 ayat (3) dan (4), dan pasal 55 ayat ( 1 )

BAB XIX
PEMI]INAAN

Pasal 62

(1) Kepa)a Daerah berkewajiban rnelakLlkan pernbinaan clan pcngau,asan

terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk dalant proses

pernilihan dan pernberhentian Kepala Desa;

(2) Pcnrbinaarr sebagaimana clinraksucl dalanr ayat ( 1), clalanr arri nrcnrlirsilitasi

yaitu nrenrtrerikan pedoman, birrbingan, pelatihan, arahan dan slrpdrvisi

sesuai dengan peratLlran perundang-u nda ngan ),ang bcrlalirr ;

.(i) l(epala Daerah rrapat melimpahkan sebagia kewcnangar s(rbagainrana

dinraksu<l clalarn ayat ( l), kcpada Pcrangkat Daerah.

(Jl) Pcrangkal Dacrah sehagairnana dinraksud tlalanr avat (-l). Lxrlicuirjiban

tnelaporkan gtlaksanaan pelirnpahan selragian kcrvenanqarr kcpitJa Kcltala

l)aorah..

BAII XX

I(ETENTUAN PI]IIAI,II IAN
. Pasal 6i

Pada saat Pctaluran Daerah ini rnulai berlaku, senrua pcrillLlran pclLrntlang-

undangan yarrg nrerupakarr peraturan pelaksanaan dari l'cratulan Dlcrirh

Kabupaten T(ediri Nomor 9 Tahun 2C00 tentang Tata Cara Pencalorran Pcrlili-

han, Pelant:kan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Dlclalr l(rbupatcn

l(cdiri 'l-rthrrrt 100(l Notttrrr l.l'D Scri D) dirtvit|rklrr trrrrsilr irL'riril.t, .r,t',rr:ri

,.''...i'.: :. .. \.1 ' \.1 .\',...r,.i\:\".1\\.1 '.l.l i'.:.1.1;'.r
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I',illlil-I .\)i PI:\I :l-l i)

P;rsal (ri

i{alJrll 1arr., irthrn <liatur d:rlatr Pcl'alurln f)atrah ini.

pclrksanaatrra. rlirtul lcbih laqjut olclr licpala I)aeralr.

l'rrsal 6!

l)cngun ditr:lir;-,1..irrr I'clirlura:r D;rerr':rli irri. I)er';rlur.rn l),r;,.:,

\lrrlor 9'i atrurr ll()0( r riinvalakan li<lak hcllal.u.

l'rtsrl 67

Pcialur.air Dlr.:r.:rlr ini mulaib!:llaku ltad:r tnu{grl rtiiiuiiailg.i.,ru.

.\!llr seli0P or';rttq dapat mcngcllhuinYa, rnerrrr:rirr (:iir I rrrt

i)cr;tlrr|tr i).r-r:rlr inj tlcrtgart pcn e tp:l lantt\r rlelattt I.et',tl,,,l.tl

l)iirin l:i(lir i.

l)i.,'1,i.., ,ll

ltrrl:t 1:ln-L:r il i

i{, prl:r I ).:r:,r iarrg

.li!.'l:rplrrn, rrl;il

l)Cl):!A lt{, Killi,r ! l)\ il :

l'a"al (r-l

diangkat dan clit.-rlp i.an

.i;tllat:lli,l*;r I iJIr.

,r.l'- lt,t "i rr til

','r'I ,1, i' .li t,i|l
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PENJELASAN ATAS

PERAII.]P.AN DAERAH KABI.JPATEN KEDIRI

NOMOR 14 TAI{I.'N 2OO2

TENTANG

T/T1.A CARA PEI.ICALONAN, PEMILIHAN, PELANTIK{N

DAN PEMBERHENTIAN KNPALA. DE'SA

I. PENJELAST\Ii UMUM

3ahwauntukketancaranpenyelenggaraanP:merintahanDesasecaraefektifdanefisien

sesuai kotentuan pasal l|Perahran Pomdintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Fedonun

Umun Pengturan Mcngonai Dcsa'' maka dipandang perlu mengatur tentang I'ata Cara

pencdorun, pemilihan, pclantikan dan pemberhentian Iiepala Desa yang ditetaplr*n dalam

Pera[rfar Dacrah.

II. PENIELASA}.I PASAL DEMI PASAL :

Pasal I angka 1 8/d 15 :CukuPjelae

angka 16 : 'Yang <limakzud dengao tokoh masyarakat adalal: tokoir arlat'

tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemudn dan itctnulia'

pernuka masYarakat lainnYa ;

- Tokoh yang dimaksud adalah Pimpinan / Pengurus organisasi

yang bcnanglutan'

Grhrp jelar

Cukupjclat

Cukup jelar

Yang dimakrud memcnuhi syarat adatah telah melcnglupi

borkar PcrsYaratan administrasi

ll

angka 17 s/d 28

Pasat 2 s/d Pasal 3

Pasal 4 ryat (1)

hunrf a sid c

hunrf d

hunrf e s/d j

ryat (2) dan (3)

Pa.rll 5

Cuhrp jelas

Pasal 6 lnrnrf a

huruf b :CukuPjclas'

Pascl 7 :CukuPjelas

Cukup jolas

Yang <timaksud berhalangan adalah pindah tcnrprl titrggxl'

menguodurkan diri, naik haji, meninggal dunia dln sakit'

iYang dimaksud terdaftar secara sali adalah torrlalii'r

Buku Induk Ponduduk Dcra yang bersangkutan ;
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Pasal 8 ayat (1)

huuf a s/d h

huruf o

huruf d

hruuf o drl h

huruf i

huruf j s/d I

huruf m

ayat (2) dan (3)

Pasal 9 ayat (l) 3/d (3)

ayat (4)

Cr:kup jclas

- Iietcntuau dimaksuc! l-',i.rr rlit<r:sampill:!i:xr, lll;n-.lr l.:n-.hi ria

1',ang mcnarrgani beluur ,rrlrr

. Strrt Ketefimgan dim,rl:sud dibuat / dil;uilil':ittt <['-ngln surat

Flmvatarn yang betsangktt tan

-fnto co|\' ijasah dari sekolah formil <Iiler.1.ili';, r cl+lt it;r.iirtsi

Pemerintah yang berwenang ;

f(\to c()lt:' ;jasah dari sekolah irifornil diicgalisir' olell iniii:ar)1i

,/sckolah yang [ret'sartgkutan dilcngkapi <lerrgan sluat

hch-.ruigatt tebcradaaltipongakrtal instansi/scdiolilh tcrselrut

dari Pernerittah ;

Yang dirnaksud berlengetahuan sederajat yritu :

- Perangkat llssa bcrijaeah SD, berpengalaman dan tnonlpturvti

mana kerja minimal 8 (delapon) tahun

- PNS,'Pcusiun minimal pangkat terakhir I / b ;

- Tlrll4irma minimal beqrangkrt Serda ;

- P()I-RL/Prrma minimat trerpartgkar Bripcla.

-'Iokoh tumyaraf,nlitokrfi agama tiileogi:lrpi Jungart sutat

keterirngan dari fu:{..k rit'13tnisa;in1'e t'ang trc''-'-itrgLutiut

Ouhrp jelaa

I'luiiuuan penjafa ;rdalrh huliumatt ba':len d:riarl l.etrtbaga

PenutryaraklLrn scbngai narapid ra itirl t:ilscl<usi pulur;an

piCal: l,ang telah tn,xnpt:tcloh kekrtltalr lnrkunl li:trp.

Cul:'.rp jclas

Yang ttirnaltsud Putra Dosa adalah :

, tr'.ctika lahir orangtua$ya teuhfflr gec ra sah di Dcsa yang

hcrsanglllln ;

- Ir.'linimal bertcrnpat tinggal di f)esa yang bersangtuten srjnl:

lifiir srmpei urnur l? t;rhrnr

Cuktrp j,r1as

Culcup jelas

- pepaniangan waktu dimaksudk;m. hahv;r pt riscs Ponriliharl

I(epala Desr stt(lah br:rjalall ; dan
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- ap&ila Kcpala Dosa sudah b6ml'hir mlsa jabatannya dan

Ponjabat Kepala Desa .bclurn diangkat, maka pelaksanaar

tugar-lu&as Kopala Desa dilaksanakan oleh Sehrtaris Dcsa ; .

l!t i r',', ,I'rc lt i.tt l)eilr.;|lJiiilr ili.r3u.i.i[i irJl]adn BPll dcngan

l.; i.,tri'ih:r Licr ri;torri iuiup

Pas;rl 1l sr'ii I'trs:rl 12 . r -li:ll',p;cla.,

Irasai i3 ayat il) : (.rr.ri.;1, j\rl.!:

ayat (2) : -i)alarn rnouetapkan l ara tcnib dilengkapi dengan Berita

Acatr Ropat Prnsiapur Pclatsanaan i\3mpanye ;

-Rcntuli-b*ntul: liarnpanyc dapat berupa pidato/ceranralq

pawai, pern crng4n pamflet, gambar dll ;

-:Pidat,roeramah berisi penyarapaian proganr yang akan

diirksanakan irpabila turpfir sobagai I(epala Desa.

Pasal 14 s/d Pasal U : Culiupjelas

Pasal 18 Pr.s Fc,to yang bolsargl:utan apabila tidak ada dapat digantilan

dal,rnt hctr(uk l.rin / grlrrbru rtas rirlrri 5 urg bcrs:rrgkulrn dan

djtetapkan oleh l\riti a.

Pasal 19 v'd I)o.ti lJ . ,Juliupjcli,r

Pasal 25 ayat(l) :Culupjclas

ryat (2)

huruf a : Cukup.ietas

huntr b : I)afam ,\ol I'.etua Panitia hra'halangarr rnalia landa tangan dapat

di l: htkar olch tValiil l'"itua/Scliio liiritr,riir s dasal nru syarvarah

clrlarr Panitia

hurufc s/d I :Oal'lpjclar

ayat(3) : Cukup jolas

Pasal 26 ryat(l)s/d(2) : Lluliup jela.s

ayat (3) :I'enrung[tan suara ulaug dilakganrkan oleh Panitia dengan

menggrlurtau Daliar I'urnilih yang tclah disahkan

ayat(4) : Cuhrpjcla.o

Pasal 27 s/d Pasal 28 : Cr*trpjr:lar

Pasal 29 ulat(l) : (lr iupjolas

aynt (2) : D,rl;un mrngautbil li;putusau I].['D dalarn Rapat BPD

dilengJ:a1,i ilengm ))crita ,{cat a Rap,rl clrn Ddiiu hadir.

Paral 30 s/d Pasal 3l : Cril:up.ielas



Pasal 32

Pasal 33

ayat (1) s/d (2)

ayat (3)

ayat (l) r/d (2)

a) ar i3.r

Vd Pasal 38

ryat (1)

E'dt (2)

34

Culrup jelas

Setclah Kepala Desa dibcrhentikan polaksana tugas Kepala

Dqba adirlalt Sckoluis Dcsr.

Cuhrp jclirs

f'cng;.li.ipan {runpuh irllr j;urji Kclulir L)csa dila}:ulial mLllulut

aga:':u 1'arrg dialari Pemr,rinlah, 1'afuri:

;;. Dialiali dcngrn lr,::t1l:lr 'D:rui i\11:rh" tlnlitk l)ellg:1lntt

a,,';rrrtr hl;tnr ,

h. Drar^.';rli rlcttgrut ucrir:,n "S;ry.: I fcIl.al;rl:art hcr-ianii tlcr,g;rrr

. sungguh-srmgguhl st-'r'1.: dirkhiri " I. ir':ir1'a 'fulr;.n li)enolotlg

saya" tragi ynrg bengama Kristen Protcstan / l(atolili ;

c. Dian,ali dengan rrcapan "Om .A,tah Paramau,iscsa" rtntuk

pcnganut aganra Hindu I

d. Diawaii delgan uoapan "f)emi San11h1'ang A<li l:ittillta"

untuk pengmut agrrna lJudha.

Cukupjelas

Cukup jelas

lr4elianisme pemberian tegoran atau peringatan teflulis ;rkan

tliatur lebih lanjut otoh Kepala Daoralt

Cr*up jelas

Tam Cara pinyunpai;rn perlanggungjawaban aklir t;rltun

,rugal an Kepala fles,r dan penilaia BPD tliaiut lehih larliut

oleh Kepala Daerah.

Cukup jclas
'!'irr,g dinmltsud itcngan .1 (tiga) kali porolaltittl sc(:ara bcllltnrl-

lulrt adalnh dalanr 3 (liga) 'l'alutn r\nggaran secam be,lrtrrt'

tulul

: CtrLup jelas

penyarnpaiart porltrgguttgiawabrn aliitit' nmsa

pc larart lJl'D diatur lcUih lanjut olcir Kupaia

Disurgla alau iersar.giiut ilalatit ruat'.r tildak pidana dibuktikan

rriarrya rula! dati PilraL yang bonl'enang.

(iu.l:rrp 
.i,;1as

Pasal 34

i)asal 39

I'asal 40

Pa.sal 41

Pasal 42

I)rrsal .13

Pasal

Pasal

44

43 'l'ala Carir

.jabat:ur dau

Dacrah.

Cul:up.)cirPasal 46

Pu,al 52

s/d Iasai 51

ayat (1)

ayrr (2)



ayat (3)
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: Sctelah Atnar Putusan I'cngadilan menyatakarr oiiiir',r, t(opnla

Desa tidali terbukti m:lakulan pcrbuatan yang rlidiikrvrkat dan

atau liri*k terlibr(, nraha.li--u1trl3 l)csu drl,i;ltuhkal kctnbaii olch

ii';p-t\a Oa,;r'Cr l;rr4.ra (.-ularr d;r;i l-ti:u

. L*;.;:j:l*i.
: i-u1,.:p Jri.!i

. - 1,tug citri:Lsrtri bcrir.rilngrn scmurr,ua adaii l antara l;t,tr

uullr rr,u( i,aji, rnornptcrl'ai hajat, rrafur.

- B,itltahurgart EcmdtrtJla i.ar'(rrit BriJI ri;rn lt:tu kccclalla;ur

ha:* ['.-rtlirlrar \ ul gurar. [iari;l'i!ng.u; i.tcirlir |criedlllir.
:Cullrpjulas.

: ()rhrp;rlu.

d :Cul.r,rrel-ir.;

: Ir -.:a(l!rt p uulrdirl8.,Iriiji 6i,l y3rE, lJiiliriru l,"l1intsut rtisii;liir

tlan leta ieriit' kcrja

Pual J3

Pasal 5+

:r1a1 (4)

ay er (1)

r.var (2)

a.vor (3 )

huruf ., ,il
htuuf v

ii)'ar (:) s,'d (.{) . (\kr1>jc!.rs.

sid Ptiitl tjl ; Otrlup jrla;

Pml 55

Pasal 56

Pasal 62 ili'al (l )

a.r,ai (?i

ayat (3)

Iasal riS $'J Psal 67 ; Culi4r.j;i;r.r

'IrU!ftlAI-IAl.lLEIVIB.'\RANI)A[.nAliK,\]IIIPATENKJIDIRI N()ivr.-)R. 11ri;l.ti l;

: Pcng.aH Jslll al.:rlr por.v-e jr:nggaraan Ps|ilriilr la lr;n ])ir:,r r,rlrlalr

i!\ir,.i! li!EiJtut y,art; ciit'u.jur;,ur llri;.i, riie::jlr,;ii: r.liif

l:r.L::ir..:it.ttt i.)rs;.r 'tr,;t:jailrr r,'ritlai ii,:,'iqi.,; rtni.i'lll (intl

I:;'.r!titr'l!il)iji!ltlrer, ).rifiriJ;1r1, iLr;.L'.)'ir'.ir.,'.:ri,,Lt.;liaiitt

: i',:t,i:ri:r:,x,.i.-'ln.ur, l::.abri;... .,".'i,ri,:.,ir,lr,.l,l;r;l
.ri.jr)(:r\i'l; tlilirkouraftan meirlui t:rha[r-rir;rp rrosis

['0ui tr.-'rl,.11tie& (l l l,cltg$glitui iq:.ria L)us:r

: (lr.,i +ir;lir
: CuLrrpjcla:

: l'tulg dirnaksutl rlcrtg;rn 1r:rd:niiriie"r, i ";!i i,r:;ifl

I'cngangtriatlnaya cdaiair stl li.1r ul urar r 1'ang. hctu.rngliuk0

berdasarkan Perda Propinsi Jawa Timur Nolnor l.i T',ritiii r j97

alau ll.ri riir Iiatulair":n I{ctliri }.lcrtrrrr ?'I'ilhu::. ,ilrrJlt

['asal 63
' 
Pasal 64

--i,L':(.!i.i - s*.dr-dl*lta-r*rEl3Eicriadll!}}li,,i}J -.- .


